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Abstract 

An inclusive labour market emphasizes equal opportunities and fair treatment for all 

individuals, including persons with disabilities, with the aim of optimizing the 

potential of the workforce, increasing innovation, productivity, and economic growth. 

In Indonesia, inclusive policies have been implemented through various laws and 

regulations that support the rights of persons with disabilities to obtain decent work. 

Nonetheless, challenges in the form of discrimination and lack of supporting 

infrastructure are still significant. Disabled people's organizations (DPOs) play an 

important role in economic empowerment through skills training and 

entrepreneurship. This training covers areas such as screen printing, electronics, 

computers and weaving, as well as social assistance for small businesses. The types of 

jobs available to people with disabilities include operators, customer service, 

telemarketing, teachers, and administration. Awareness and effective policies are 

needed to create a truly inclusive workplace in Indonesia. With sustained commitment 

from all parties, Indonesia can respect and protect the rights of persons with 

disabilities, ensure equal and fair access to employment opportunities, and harness 

their full potential for nation-building. 

Keywords: inclusive labour market; people with disabilities; policy; skills training; 

disabled people's organizations (DPOs). 
 

A. PENDAHULUAN 

Konsep pasar tenaga kerja inklusif 

telah menjadi perhatian utama dalam 

beberapa tahun terakhir ketika masyarakat 

berupaya untuk mencapai pembangunan 

ekonomi yang adil dan berkelanjutan. 

Inklusivitas dalam pasar tenaga kerja 

merujuk pada memastikan kesempatan 

yang sama dan perlakuan yang adil bagi 

semua individu, tanpa memandang latar 

belakang atau karakteristik mereka. Hal ini 

mencakup mempromosikan keberagaman, 

menghilangkan diskriminasi, dan 

memberikan akses ke pekerjaan yang layak 

dan perlindungan sosial. Pasar tenaga kerja 

yang inklusif tidak hanya menguntungkan 
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individu tetapi juga memiliki dampak 

positif pada masyarakat dan ekonomi 

secara keseluruhan (Rodrik & Stantcheva, 

2021; Benefits of Diversity in the 

Workplace, 2020). Dengan menciptakan 

pasar tenaga kerja yang inklusif, 

masyarakat dapat mengoptimalkan potensi 

penuh tenaga kerja mereka dan 

mendapatkan manfaat dari beragam 

keterampilan, pengalaman, dan sudut 

pandang, yang mengarah pada peningkatan 

inovasi, produktivitas, dan pertumbuhan 

ekonomi (Yeung & Yang, 2020). Selain 

itu, pasar tenaga kerja yang inklusif 

mempromosikan kohesi sosial dan 

mengurangi ketimpangan dengan 

menyamakan kesenjangan dalam 

pendapatan dan kesempatan. Ini juga 

berkontribusi pada mengurangi 

kemiskinan, meningkatkan standar hidup, 

dan meningkatkan kesejahteraan secara 

keseluruhan (Bragg, 2023). Secara ringkas, 

pasar tenaga kerja yang inklusif 

memainkan peran penting dalam 

mempromosikan pembangunan ekonomi 

yang adil dan kesejahteraan sosial. 

Dengan menyediakan kesempatan 

yang sama dan perlakuan yang adil bagi 

semua individu, tanpa memandang latar 

belakang atau karakteristik mereka, pasar 

tenaga kerja yang inklusif mendorong 

keberagaman, menghilangkan diskriminasi, 

dan memastikan akses ke pekerjaan yang 

layak dan perlindungan sosial. Selain itu, 

pasar tenaga kerja yang inklusif mengarah 

pada peningkatan inovasi, produktivitas, 

dan pertumbuhan ekonomi (Garg & 

Sangwan, 2020). Pasar tenaga kerja yang 

inklusif memerlukan upaya kolaboratif dari 

berbagai pemangku kepentingan, termasuk 

pemerintah, pengusaha, pekerja, dan 

organisasi masyarakat sipil. Kebijakan dan 

regulasi pemerintah memainkan peran 

penting dalam menciptakan lingkungan 

yang mendukung inklusivitas dalam pasar 

tenaga kerja. Ini mungkin melibatkan 

implementasi undang-undang anti 

diskriminasi, memberikan dukungan untuk 

pelatihan keterampilan dan pendidikan, dan 

memastikan upah dan kondisi kerja yang 

adil bagi semua individu. 

Indonesia telah mengambil langkah 

penting dalam memajukan hak-hak 

penyandang disabilitas, khususnya di pasar 

tenaga kerja, melalui pengembangan 

kebijakan pasar tenaga kerja inklusif dan 

pekerjaan afirmatif. Landasan kebijakan ini 

tercermin dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan yang menegaskan 

hak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi setiap warga negara, termasuk 

penyandang disabilitas. UU Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
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Penyandang Disabilitas menjadi fondasi 

hukum yang menggarisbawahi komitmen 

Indonesia terhadap inklusi penyandang 

disabilitas di tempat kerja. Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 

2020 bertujuan untuk memberikan 

pedoman bagi pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas 

(ULD) di bidang ketenagakerjaan. 

Pedoman ini ditetapkan untuk 

menghormati, melindungi, dan memenuhi 

hak penyandang disabilitas di sektor 

ketenagakerjaan.  

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 3 Tahun 2021 bertujuan untuk 

menguatkan dasar hukum dalam 

memberikan penghargaan kepada 

perusahaan dan BUMN yang memberikan 

kesempatan kerja bagi penyandang 

disabilitas, dengan harapan meningkatkan 

kesadaran dan tindakan perusahaan serta 

BUMN dalam mempekerjakan mereka, 

serta memberikan pengakuan atas upaya 

menciptakan lingkungan kerja inklusif dan 

adil. Syaratnya termasuk mempekerjakan 

penyandang disabilitas minimal 1% dari 

total pegawai untuk perusahaan dan 2% 

untuk BUMN, menjamin proses kerja yang 

adil, memberikan upah tanpa diskriminasi, 

menyediakan akomodasi dan fasilitas yang 

layak, serta memastikan aksesibilitas sesuai 

peraturan. Proses pemberian penghargaan 

melalui seleksi dan nominasi oleh tim 

penghargaan, dengan penerima ditetapkan 

oleh Menteri, dan pemberian dilakukan 

setiap tahun pada Hari Disabilitas 

Internasional atau acara resmi lainnya, 

dengan pengawasan oleh Menteri atau 

gubernur untuk memastikan 

pelaksanaannya yang baik. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2020 menegaskan pentingnya 

penghormatan terhadap Penyandang 

Disabilitas dalam dunia kerja, dengan 

mengakui hak-hak mereka tanpa 

diskriminasi. Upaya pelindungan termasuk 

penyesuaian lingkungan kerja, komunikasi 

awal, pemenuhan akomodasi, sesi 

interaksi, dan pendampingan yang sesuai. 

Ini memastikan kenyamanan, perlakuan 

adil, dan kesempatan yang sama dalam 

karier. Akomodasi yang layak penting 

karena memastikan kesetaraan hak, 

kesejahteraan, inklusi, kepatuhan hukum, 

serta investasi dalam lingkungan kerja 

yang inklusif dan produktif. 

Pemerintah melalui Keputusan 

Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia Nomor 326 Tahun 2019 juga 

menjamin penghargaan atas penempatan 

tenaga kerja penyandang disabilitas. 

Syarat-syarat untuk perusahaan mendapat 

penghargaan atas penempatan tenaga kerja 

penyandang disabilitas, termasuk kriteria 
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jumlah pekerja, verifikasi data dan 

lapangan oleh tim penilai, dan proses 

penilaian yang transparan. Prosesnya 

terdiri dari verifikasi data dan lapangan 

serta penilaian berdasarkan prinsip 

transparansi. Penghargaan ini mendorong 

perusahaan untuk memberikan peluang 

kerja dan perlindungan bagi penyandang 

disabilitas, dengan manfaat berupa 

pengakuan, reputasi positif, motivasi, 

kesadaran, dan hubungan yang lebih baik 

dengan pemerintah. 

Perkuatan komitmen ini juga tercermin 

dalam ratifikasi Indonesia atas United 

Nations Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities (UNCRPD) 

melalui UU 19 Tahun 2011. Konvensi ini 

menuntut negara-negara anggota untuk 

mempromosikan kesempatan kerja bagi 

penyandang disabilitas, baik di sektor 

publik maupun swasta, melalui kebijakan 

afirmatif, insentif, dan langkah-langkah 

lain yang sesuai. Hal ini menegaskan posisi 

Indonesia dalam mewujudkan pasar tenaga 

kerja yang inklusif, memberikan peluang 

kerja yang sama bagi semua warga negara, 

termasuk penyandang disabilitas 

Namun, upaya nyata dalam 

menerjemahkan kebijakan ini ke dalam 

praktik masih menghadapi berbagai 

tantangan. Meski ada peningkatan 

pemahaman tentang disabilitas di kalangan 

penyedia kerja, terutama setelah 

penyelenggaraan Asian Para Games 2018, 

masih terdapat hambatan, termasuk 

infrastruktur dan sistem yang belum 

sepenuhnya mendukung, serta 

kekhawatiran akan potensi diskriminasi. 

Perusahaan seperti PT Indo Tambangraya 

Megah Tbk telah memulai upaya 

perekrutan tenaga kerja difabel, 

menghadapi kendala dalam mengedukasi 

karyawan tentang disabilitas dan 

meningkatkan infrastruktur aksesibilitas 

untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

inklusif. 

Di sisi lain, inisiatif seperti Kerjabilitas 

telah berusaha memfasilitasi integrasi 

penyandang disabilitas ke dalam pasar 

tenaga kerja melalui peningkatan akses ke 

peluang kerja di sektor formal. Kerjabilitas 

adalah jaringan sosial karir di Indonesia 

yang dirancang untuk menghubungkan 

penyandang disabilitas dengan penyedia 

kerja inklusi. Kerjabilitas berfungsi sebagai 

platform informasi berbasis web dan 

seluler, memudahkan penyandang 

disabilitas untuk menempatkan profil 

mereka sebagai pencari kerja dan 

mengakses informasi tentang kesempatan 

kerja yang tersedia. Selain memfasilitasi 

pencarian pekerjaan, Kerjabilitas juga 

menyediakan forum untuk berbagi opini 

dan berbagai konten pengembangan diri. 
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selain itu, kerjabilitas juga menjembatani 

antara penyandang disabilitas dan 

perusahaan, mendukung aturan hukum 

yang mewajibkan inklusi pekerja 

disabilitas. Kerjasama dengan Balai 

Latihan Kerja (BLK) Kementerian 

Ketenagakerjaan dan penyelenggaraan 

lokakarya serta pelatihan kesadaran 

disabilitas bagi penyedia kerja merupakan 

beberapa upaya untuk meningkatkan 

kesiapan kerja dan membangun kesadaran 

akan pentingnya inklusi di tempat kerja. 

Mewujudkan pasar tenaga kerja yang 

benar-benar inklusif dan afirmatif bagi 

penyandang disabilitas membutuhkan 

komitmen dan upaya yang berkelanjutan 

dari semua pihak, termasuk pemerintah, 

sektor swasta, dan masyarakat luas. 

Dengan memperkuat kebijakan yang ada 

dan memperbaiki implementasinya di 

lapangan, Indonesia dapat melangkah lebih 

jauh dalam menghormati dan melindungi 

hak-hak penyandang disabilitas, 

memastikan bahwa mereka memiliki akses 

yang sama dan adil ke peluang kerja dan 

dapat berkontribusi penuh dalam 

pembangunan bangsa. 

 

B. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode 

literature review untuk menganalisis 

berbagai studi dan dokumen terkait 

penyandang disabilitas dalam pasar tenaga 

kerja di Indonesia. Literature review dipilih 

karena memungkinkan peneliti untuk 

mengumpulkan, mengevaluasi, dan 

mensintesis informasi dari berbagai sumber 

yang relevan dengan topik penelitian. 

Pendekatan ini efektif untuk 

mengidentifikasi pola, tema, dan 

kesenjangan dalam penelitian yang ada 

serta memberikan landasan yang kuat 

untuk rekomendasi kebijakan dan praktik. 

Prosedur pengambilan data yang 

dilakukan dengan identifikasi literatur 

database akademik dari Google Scholar, 

PubMed, JSTOR, dan SINTA. Kata kunci 

yang digunakan adalah penyandang 

disabilitas, pasar tenaga kerja, inklusi kerja 

dan Indonesia. Artikel yang digunakan 

diseleksi berdasarkan relevansi, kualitas 

dan tahun publikasi maksimal 10 tahun, 

kecuali literatur klasik yang berpengaruh 

signifikan pada penelitian ini. Selanjutnya 

juga dilakukan analisis berdasarkan aspek-

aspek penyandang disabilitas dalam 

konteks pasar tenaga kerja, kebijakan 

inklusi kerja, dan program yang 

mendukung penyandang disabilitas di 

Indonesia. Artikel yang lolos seleksi akan 

dipahami dengan mendalam serta 

diekstraksi. Data yang dikumpulkan 

meliputi tujuan penelitian, metodologi, 

hasil utama, dan rekomendasi kebijakan. 
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Teknik analisis data yang digunakan 

meliputi identifikasi tema-tema utama yang 

muncul, melakukan sintesa untuk dapat 

memberikan gambaran menyeluruh 

mengenai situasi penyandang disabilitas 

dan analisis kesenjangan penelitian untuk 

mengetahui area yang kurang mendapat 

perhatian dalam literatur yang ada. 

Sehingga dapat merumuskan rekomendasi 

untuk penelitian lebih lanjut dan kebijakan 

yang lebih efektif. 

Melalui metode literature review ini, 

penelitian diharapkan dapat memberikan 

wawasan mendalam mengenai kondisi 

penyandang disabilitas di pasar tenaga 

kerja Indonesia, mengidentifikasi tantangan 

utama yang mereka hadapi, serta 

mengeksplorasi peluang untuk peningkatan 

inklusivitas dan partisipasi mereka di dunia 

kerja. 

C. ARAH ISU 

1. Pemberdayaan oleh Organisasi 

Penyandang Disabilitas/DPO 

Organisasi penyandang disabilitas 

merupakan organisasi dalam masyarakat 

yang didirikan oleh penyandang disabilitas 

dan bekerja untuk kepentingan penyandang 

disabilitas. Dalam bidang pemberdayaan 

ekonomi dengan didukung oleh lembaga 

pendaan baik di dalam maupun di luar 

negeri, mereka juga memiliki andil dalam 

melakukan pemberdayaan ekonomi 

penyandang disabilitas. 

Beberapa kegiatan yang telah 

dilakukan oleh DPO, dan NGO Antara lain 

meliputi: meliputi pendataan penyandang 

disabilitas, pelatihan motivasi, pelatihan 

ketrampilan, perdagangan, pelatihan 

kewirausahaan dan manajemen bisnis, 

konsultasi bisnis, penyediaan fasilitas, dan 

advokasi peraturan daerah tentang 

ketenagakerjaan penyandang disabilitas 

pada sektor formal. Program untuk 

penyelesaian masalah adalah: 

a. Pemberdayaan sumberdaya manusia 

penyandang disabilitas dengan 

pelatihan ketrampilan, pemagangan, 

pendampingan usaha, pendampingan 

kelompok simpan pinjam/koperasi di 

Bantul, dan on the job training. 

b. Penguatan kelompok Rehabilitasi 

Bersumberdaya Masyarakat 

(REHABILITASI BERBASIS 

MASYARAKAT/RBM) dilakukan 

untuk meningkatkan peran kelompok 

Rehabilitasi Bersumberdaya 

Masyarakat (REHABILITASI 

BERBASIS MASYARAKAT/RBM) 

agar dapat melakukan pemutakhiran 

data, referal, dan advokasi agar dapat 

terjalinnya kolaborasi dengan jaringan 

pemerintah di level desa, kecamatan 

sampai kabupaten terjaminnya 

masyarakat yang inklusif bagi 

penyandang disabilitas dalam semua 
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sektor baik itu di bidang ekonomi, 

social, politik, pendidikan dan budaya 

serta agama. 

c. Pendampingan khusus bagi 

penyandang tuna rungu wicara yang 

masih menghadapi permasalahan 

komunikasi dan psikhologis dan 

penyadaran bagi orang tua/keluarga 

untuk memberikan dukungan. 

d. Penguatan organisasi dalam rangka 

menuju kemandirian lembaga untuk 

menjamin adanya keberlanjutan 

program bagi penyandang disabilitas 

e. Membuat contoh “best pactice” dalam 

agribisnis untuk sustainable livelihood 

diharapkan dapat diimplementasikan 

pada projek-projek lain di wilayah 

Indonesia untuk mencukupi kebutuhan 

nutrisi untuk kelompok sasaran yang 

membutuhkan melalui bidang 

agribisnis. 

2. Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas 

Berikut ini adalah jenis pelatihan yang 

sudah dilaksanakan oleh Balatrans Penca 

pertahun 2023 dalam rangka peningkatan 

kualitas dan produktivitas tenaga kerja 

penyandang disabilitas. 

a. Pelatihan Sablon 

Peserta pelatihan berjumlah 20 (dua 

puluh) orang yang berasal dari Kabupaten 

Sragen, Batang, Demak, dan Temanggung. 

b. Pelatihan Elektronika Dasar 

Peserta pelatihan berjumlah 20 (dua 

puluh) orang yang berasal dari Kabupaten 

Temanggung, Rembang, Magelang, 

Kendal, Banjarnegara, Boyolali, Demak, 

Semarang, dan Kota Semarang. 

c. Pelatihan Komputer 

Peserta pelatihan berjumlah 20 (dua 

puluh) orang yang berasal dari Kabupaten 

Wonogiri, Wonosobo, Kudus, dan Kota 

Semarang. 

d. Pelatihan Anyaman 

Peserta pelatihan berjumlah 15 (lima 

belas) orang yang berasal dari Kabupaten 

Pemalang, Kudus, Klaten, dan 

Banjarnegara.  

Sementara afirmatif kebijakan 

pemerintah melalui pemberian bantuan 

sosial bagi penyandang disabilitas 

merupakan tanggung jawab dan tugas 

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Tengah. Bantuan Sosial 

merupakan bantuan modal usaha yang 

dibe- rikan oleh Dinas Sosial untuk 

perseorangan penyandang disabilitas. Besar 

bantuan yang diberikan adalah Rp 

1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu 

rupiah) untuk 1 (satu) orang penyandang 

disabilitas. Namun bantuan tidak diberikan 

dalam bentuk uang, melainkan barang yang 

siap untuk digunakan/di- jual oleh 

penyandang disabilitas. 
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3. Klasifikasi Pekerjaan untuk 

Penyandang Disabilitas 

Jenis pekerjaan dalam sektor formal 

banyak ragamnya, namun seorang 

disabilitas netra tidak dapat memasuki 

semua jenis dan bidang pekerjaan. Karena 

seorang disabilitas netra mengalami 

keterbatasan  penglihatan menjadi 

penghambat untuk masuk diseluruh jenis 

pekerjaan. 

Penyandang disabilitas netra yang 

mengalami keterbatasan penglihatan yakni 

low vision dan buta total dikarenakan 

keterbatasan penglihatannya ini, ada 

beberapa jenis pekerjaan yang sesuai 

dengan kemampuannya yakni pekerjaan 

bidang operator seperti customer service, 

telemarketing, guru/pengajar, administrasi 

dan penyiar radio. 

a. Operator, customer service, 

telemarketing, dan tele survey. Jenis 

pekerjaan formal ini utamanya 

kompetensi komunikasi verbal. Selain 

itu saat berhadapan dengan klien, 

customer, rekan kerja, ataupun atasan 

adanya aspek kompetensi sosial 

keterampilan sosial, pemberian 

penghargaan, memiliki rasa empati, 

berkomunikasi secara nonverbal, dan 

dapat menguraikan persepsi sendiri. 

Dalam pekerjaan customer service, 

telemarketing, dan tele survey 

kompetensi sosial juga penting dalam 

menghadapi konsumen, nasabah 

maupun klien. Bagi penyandang 

disabilitas netra pekerjaan ini akses 

dilakukan karena seorang disabilitas 

netra dalam pekerjaannya dibantu 

komputer berbicara dan telepon dan 

mengandalkan suara sebagai 

komunikasinya dengan konsumen, 

nasabah, atau klien. Pekerjaan 

customer service, telemarketing, atau 

tele survei ini banyak terdapat di 

perusahaan finansial seperti bank, 

perusahaan asuransi dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Staf Perusahaan – Penyandang 

Disabilitas 

b. Guru/pengajar, pada profesi ini selain 

dari kompetensi keilmuannya, seorang 

disabilitas netra saat berhadapan 

dengan muridnya harus memiliki 

kompetensi sosial yang baik. Seorang 

disabilitas netra di profesi ini saat 

mengajar harus memiliki komunikasi 

verbal dan nonverbal yang baik, 

memiliki kejelasan penyampaian materi 

pelajaran bagi muridnya. Rasa empati 

juga penting saat murid mengalami 
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masalah saat belajar dan seorang guru 

mampu membantunya. Selain itu 

kompetensi sosial yang lain seperti 

keterampilan social, pemberian reward, 

pemecahan social, asertivitas, dan 

persepsi diri sendiri. Seorang disabilitas 

netra yang bekerja di profesi ini dapat 

bekerja di sekolah-sekolah inklusi dan 

sekolah luar biasa (SLB) baik swasta 

atau pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Seorang PNS – Penyandang 

Disabilitas 

c. Administrasi. Pekerjaan ini juga akses 

bagi penyandang disabilitas netra. 

Seorang disabilitas netra dalam 

pekerjaan ini dapat menggunakan 

komputer berbicara sebagai alat bantu 

dalam bekerjanya. Selain itu untuk 

menunjang kinerjanya seorang 

disabilitas netra harus memiliki 

kompetensi sosial seperti keterampilan 

sosial, pemberian reward, kecerdasan 

pemecahan masalah, berempati, 

asertivitas, komunikasi verbal dan 

nonverbal serta persepsi pribadi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pemateri Seminar – 

Penyandang Disabilitas 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kasir Minimarket – 

Penyandang Disabilitas 

 

 

 

. 

 

 

Gambar 5. Staf Kantor – Penyandang 

Disabilitas (Tuna Netra) 

D. SUBYEK DARI ISU 

Tempat kerja yang inklusif masih 

jarang ditemukan di Indonesia (Widhawati, 

et al, 2020). Padahal Pemerintah Indonesia 

dan Kementerian Ketenagakerjaan sudah 

sangat mendorong untuk terciptanya pasar 

kerja yang inklusif melalui UU Republik 

Indonesia No.8 Tahun 2016 tentang 

penyandang Disabilitas, Peraturan 
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Pemerintah Republik Indonesia No.60 

tahun 2020 tetang Unit Layanan Disabilitas 

Bidang Ketenagakerjaan, Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia No.21 tahun 2020 tentang 

pedoman penyelenggaraan unit layanan 

disabilitas bidang ketenagakerjaan, 

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan 

No.326 tahun 2019 tentang Pedoman 

Pemberian Penghargaan kepada 

Perusahaan yang Mempekerjakan Tenaga 

Kerja Penyandang Disabilitas dan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia No.3 Tahun 2021 

tentang Pedoman Pemberian Penghargaan 

Nasional Kepada Perusahaan dan Badan 

Usaha Milik Negara yang Mempekerjakan 

Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas. 

Penyandang disabilitas masih kesulitan 

mendapatkan peluang bekerja dibanding 

Masyarakat normal, kurangnya fleksbilitas 

dalam penempatan dunia kerja, kesulitan 

beradaptasi, mendapatkan diskriminasi 

kesulitan dalam mendapatkan alat bantu 

penyandang disabilitas untuk bekerja serta 

kesenjangan sosial dalam lingkup ruang 

kerja masa kini (Rajasulochana and Khan, 

2024; Teborg, et al., 2024; Ebrahim, et al., 

2022; Finstad, et al., 2022; Caron, 2021; 

Ndaumanu, 2020; Raiz & Sahrul, 2020; 

Apsari & Mulyana, 2018). Dalam sebuah 

penelitian yang dilakukan untuk melihat 

pengaruh teknologi bantu terhadap 

partisipasi aktif disabilitas usia produktif, 

terlihat bahwa kesulitan memperoleh 

fasilitas pendukung, minimnya 

kemampuan literasi dan tidak adanya bekal 

keterampilan vokasional menjadi faktor 

rendahnya persentase pekerja aktif 

disabilitas di usia produktif (Rajasulochana 

& Khan, 2024; Rahmi, 2020). Namun, 

selalu ada jalan untuk membantu 

Penyandang Disabilitas dapat 

menggunakan teknologi secara maksimal, 

hal ini yang dilakukan sebuah Non-

Government Organization (NGO) untuk 

menciptakan suatu platform digital yang 

membantu disabilitas untuk 

mengimplementasikan nilai inklusi dalam 

teknologinya (Rahmi, 2020). 

Dalam Konvensi PBB tentang Hak 

Penyandang Disabilitas jelas menyebutkan 

bahwa ada hak penyandang Disabilitas 

mendapatkan pekerjaan, dan hal ini 

didukung oleh beragam kebijakan 

pemerintah negara di dunia termasuk 

Pemerintah Indonesia melalui pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah yang 

mendukung terciptanya lapangan kerja 

yang inklusif (Moscatelli, et al., 2024; 

Jochmaring & York, 2023; Widhawati, et 

al., 2020; Surwanti & Ma’ruf, 2018; 

Pemerintah Republik Indonesia, 2016; 

Surwanti, 2014). Selain itu, pemerintah 
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dunia sangat mendorong, agar penyandang 

disabilitas mendapatkan kesetaraan hak 

dalam menempuh Pendidikan Formal dan 

Non Formal serta Pelatihan Vokasional 

(Irwan, et al., 2022; Afifah & Hadi, 2018; 

Pemerintah Republik Indonesia, 2016). 

Dengan banyaknya dukungan dari 

pemerintah maupun organisasi non 

pemerintah, hal ini menciptakan suatu 

kondisi dimana terjadi peningkatan jumlah 

tempat kerja yang mau menerima individu 

ataupun kelompok dengan disabilitas dan 

bahkan menerima manfaat positif dari 

bekerja sama dan bekerja dengan individu 

normal maupun disabilitas yang ternyata 

meningkatkan pertumbuhan keuntungan 

tempat kerja mereka (Philips, et al., 2024; 

Ochrach, et al, 2022). Namun, Lebih 

banyak tempat kerja yang masih kesulitan 

untuk menciptakan kesetaraan antara 

pekerja penyandang disabilitas dan non 

disabilitas, tempat kerja saat ini amat 

disarankan untuk menjadi tempat kerja 

yang inklusif dan berkolaborasi dengan 

tempat kerja lain untuk berinovasi dalam 

mempekerjakan teman-teman disabilitas 

agar tercipta pasar tenaga kerja yang 

inklusif di masa mendatang (Moscatelli, et 

al., 2024; Mion, et al., 2023; Jochmaring & 

York, 2023; Kersten, et al., 2023;  

Ebrahim, et al., 2022; Efimov, et al., 2022; 

Schneider & Sugahara, 2022; Firdaus & 

Hasanah, 2018; Latuconsina, 2014). 

Untuk lebih mempersiapkan teman-

teman dengan keadaan Istimewa tersebut, 

maka pemberian pelatihan dan bimbingan 

vokasional atau sering disebut Rehabilitasi 

Vokasional sangat diperlukan untuk 

mendapatkan kompetensi kerja, 

kompetensi sosial dan sikap kerja yang 

layak sehingga membantu mereka 

meningkatkan pendapatannya baik melalui 

balai Latihan kerja, sekolah atau kampus 

maupun Perusahaan pemberi kerja (Li, et 

al., 2023; Irwan, et al., 2022; Espada-

Chavarria, et al., 2021; Raiz & Sahrul, 

2020; Latuconsina, 2014). Lebih dalam 

lagi, pelatihan ini juga berguna untuk 

mempersiapkan teman disabilitas dalam 

masa transisi menuju kebekerjaan (Morina 

& Biagiotti, 2022; Gatto, et al., 2021). Pada 

penyandang disabilitas yang memiliki jiwa 

entrepreneurship dapat diberikan pelatihan 

kewirausahaan yang diharapkan mampu 

memberdayakan mereka agar menjadi 

pengusaha mandiri dan tidak bergantung 

pada orang lain (Khotijah, et al., 2021; 

Firdaus & Hasanah, 2018; Surwanti, 2014). 

Namun, pelatihan keterampilan saja 

tidak cukup, para penyandang disabilitas 

harus mampu beradaptasi dengan 

lingkungan kerja normal juga, maka dari 

itu kemampuan adaptif melalui 
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pemagangan kerja maupun adaptabilitas 

setelah bekerja sangat penting dimiliki agar 

tetap bisa bertahan di dunia kerja 

(Sayyidah, 2015; Rahajeng, et al., 2019). 

Caron (2021) mengungkapkan partisipasi 

penyandang disabilitas dalam Angkatan 

kerja di Indonesia, dimana disabilitas yang 

terlibat cukup rendah sekitar 10%, dengan 

beban kerja sama, diskriminasi tenaga 

kerja, dan gaji yang mungkin bisa lebih 

rendah tergantung pada Tingkat 

disabilitasnya. Meskipun menghadapi 

tantangan terhadap kesetaraan yang cukup 

tinggi, namun faktanya di Indonesia teman-

teman penyandang disabilitas memiliki 

kemampuan career adaptability yang lebih 

tinggi dibandingkan yang lain (Rahajeng, 

et al., 2019). Hal ini merupakan hal positif, 

terutama untuk mempersiapkan Indonesia 

Emas 2045, karena mayoritas usia 

produktif Masyarakat Indonesia amat 

tinggi dan tenaga kerja disabilitas 

merupakan tenaga kerja aktif yang 

terhitung produktif dalam sudut pandang 

data tenaga kerja. 

E. KESESUAIAN ISU DENGAN 

KONDISI EKSISTING DI 

INDONESIA 

Di Indonesia, isu disabilitas di dunia 

kerja sudah seperti fenomena umum yang 

belum bisa dipastikan ujung pangkal 

penyelesaiannya. Meskipun sudah 

didorong melalui berbagai kebijakan 

seperti United Nations Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities 

(UNCRPD) melalui UU 19 Tahun 2011 

tentang Penyandang Disabilitas, UU 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan UU Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Penyandang Disabilitas, 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

No.60 tahun 2020 tetang Unit Layanan 

Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia No.21 tahun 2020 

tentang pedoman penyelenggaraan unit 

layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan, 

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan 

No.326 tahun 2019 tentang Pedoman 

Pemberian Penghargaan kepada 

Perusahaan yang Mempekerjakan Tenaga 

Kerja Penyandang Disabilitas dan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia No.3 Tahun 2021 

tentang Pedoman Pemberian Penghargaan 

Nasional Kepada Perusahaan dan Badan 

Usaha Milik Negara yang Mempekerjakan 

Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas yang 

semuanya bertujuan untuk mendorong 

terciptanya kesetaraan status status dari 

pekerja penyandang disabilitas di 

Indonesia. Namun, faktanya menciptakan 

sebuah tempat kerja inklusi memang bukan 

perkara mudah (Caron, 2021; Ndaumanu, 
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2020; Raiz & Sahrul, 2020; Apsari & 

Mulyana, 2018).  

Namun, keadaan ini tidak menghalangi 

berbagai organisasi yang peduli pada 

disabilitas seperti NGO dan DPO berdiam 

diri berpangku tangan. Mereka berinisiatif 

mencari pendonor di dalam dan luar negeri 

yang peduli pada kalangan pekerja 

penyandang disabilitas dan menciptakan 

berbagai solusi seperti penciptaan 

teknologi bantu, pemberian pelatihan kerja, 

magang industri, pelatihan transisi menuju 

ke dunia kerja, menciptakan mental adaptif 

para disabilitas, dan bahkan pelatihan 

kewirausahaan untuk menciptakan 

Indonesia dengan banyak tempat kerja 

yang ramah inklusi bagi setiap orang ((Li, 

et al., 2023; Irwan, et al., 2022; Morina & 

Biagiotti, 2022; Caron, 2021; Gatto, et al., 

2021; Espada-Chavarria, et al., 2021; 

Khotijah, et al., 2021; Widhawati, et al., 

2020; Raiz & Sahrul, 2020; Rahajeng, et 

al., 2019; Afifah & Hadi, 2018; Surwanti & 

Ma’ruf, 2018; Firdaus & Hasanah, 2018; 

Pemerintah Republik Indonesia, 2016; 

Sayyidah, 2015; Surwanti, 2014; 

Latuconsina, 2014).  

Di Indonesia, berbagai organisasi non 

pemerintah ataupun kementerian sosial 

telah dilaksanakan berbagai jenis pelatihan 

yang mendukung para disabilitas ini seperti 

pelatihan keterampilan sablon, membatik, 

membuat kue, elektronika dasar, 

administratif kantor, anyaman bambu, 

menjadi guru untuk disabilitas lainnya, 

menjadi tenaga bersih-bersih, jasa laundry, 

dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang, 

tenaga kerja disabilitas ini disalurkan ke 

tempat kerja yang membutuhkan. Jelas, 

banyak perusahaan atau organisasi 

membutuhkan tenaga para disabilitas. 

Namun, persyaratan kerja mendasar, 

seperti ijazah ataupun sertifikat 

keterampilan tertentu seringkali menjadi 

halangan bagi teman-teman disabilitas 

untuk melamar. Ketika sudah diterima 

kerja, seringkali ditemukan teman-teman 

disabilitas dituntut menjadi orang normal 

dimana hal ini membuat mereka perlahan-

lahan tersingkir (seperti diwajibkan berdiri 

terus menerus sebagai kasir meski 

memiliki disabilitas kaki, atau mengangkat 

barang masuk ke toko meski memiliki 

disabilitas tangan ataupun kaki). 

Pada dasarnya, mempekerjakan tenaga 

disabilitas tetap harus mengacu pada UUD 

1945 terkait Hak Asasi Manusia, Undang-

Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 

2016 tentang Penyandang Disabilitas. 

Kedua peraturan diatas, seharusnya cukup 

menjadi pedoman bagi perusahaan ataupun 

organisasi di Indonesia yang akan 

mempekerjakan teman Disabilitas agar 

membantu menciptakan tempat kerja 
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ataupun suasana yang inklusif. Porsi kerja 

yang disesuaikan dengan kemampuan 

individu disabilitas juga seharusnya diatur 

sedemikian rupa sehingga tidak tercipta 

kesenjangan antara pegawai normal dan 

disabilitas. Hal ini menyadarkan persepsi 

bahwa adil tidak selalu artinya sama beban 

atau porsinya, namun Adil itu disesuaikan 

beban/porsinya dengan kemampuan 

individunya. Hal yang sama sebenarnya 

boleh dilakukan untuk mengatur skema 

gaji atau pendapatan yang sesuai, sehingga 

tidak muncul lagi permasalahan disabilitas 

tidak memiliki penghasilan yang cukup. 

Maka, penyesuaian tenaga kerja disabilitas 

terhadap kondisi ketenagakerjaan di 

Indonesia sangatlah perlu dirumuskan 

secara mendetail dan mendalam, tidak 

hanya mengatur diksi (arti) terhadap 

sesuatu hal, namun juga mengatur hal 

teknis yang menjadi acuan terhadap posisi 

jabatan kerja, keahlian kerja, porsi/bobot 

kinerja, dan pendapatan berdasarkan 

porsi/bobot kinerja. Harapannya, jika hal 

ini bisa diskema-kan dengan baik, akan 

tercipta kondisi inklusif di setiap 

perusahaan atau tempat kerja di Indonesia. 

 

F. PENUTUP 

Simpulan 

Mewujudkan pasar tenaga kerja 

inklusif dan pekerjaan afirmatif bagi 

penyandang disabilitas memerlukan 

komitmen dan upaya berkelanjutan dari 

semua pihak, termasuk pemerintah, sektor 

swasta, dan masyarakat. Dengan 

memperkuat kebijakan yang ada dan 

meningkatkan implementasinya, Indonesia 

dapat menghormati dan melindungi hak-

hak penyandang disabilitas, memastikan 

akses yang sama dan adil ke peluang kerja, 

serta memanfaatkan potensi penuh mereka 

untuk pembangunan bangsa. 

Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk 

Kebijakan dan Praktik: 

1. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan 

a) Pelatihan Sensibilisasi: Perusahaan 

perlu mengadakan pelatihan regular 

untuk meningkatkan kesadaran 

karyawan tentang inklusi disabilitas 

dan mengurangi stigma. Pelatihan 

yang dilaksanakan harus mencakup 

pemahaman mengenai hak-hak 

penyandang disabilitas serta cara-

cara untuk mendukung mereka 

dalam lingkungan kerja 

b) Program Pendidikan dan 

Sosialisasi: Pemerintah dan NGO 

dapat berkolaborasi untuk 

menyediakan program pendidikan 

yang menargetkan masyarakat 

umum mengenai pentingnya inklusi 
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dan manfaat keberagaman di 

tempat kerja. 

2. Perbaikan Infrastruktur dan 

Aksesibilitas 

a) Standar Aksesibilitas: Pemerintah 

dan sektor swasta harus 

menetapkan dan menerapkan 

standar aksesibilitas yang jelas 

untuk memastikan semua tempat 

kerja dapat diakses oleh 

penyandang disabilitas. Ini 

termasuk perbaikan fisik dan 

teknologi di tempat kerja. 

b) Fasilitas Pendukung: Perusahaan 

harus menyediakan fasilitas 

pendukung seperti perangkat lunak 

pembaca layar, alat bantu dengar, 

dan modifikasi tempat kerja yang 

diperlukan untuk mendukung 

penyandang disabilitas. 

3. Pengembangan Program Pelatihan dan 

Magang 

a) Pelatihan Keterampilan: 

Mengembangkan program 

pelatihan keterampilan yang 

relevan dengan kebutuhan pasar 

tenaga kerja dan kemampuan 

penyandang disabilitas. Program ini 

harus mencakup pelatihan 

vokasional, kewirausahaan, dan 

keterampilan sosial. 

b) Program Magang dan Pemagangan: 

Memperluas peluang magang dan 

pemagangan bagi penyandang 

disabilitas untuk meningkatkan 

pengalaman kerja mereka dan 

memudahkan transisi ke pekerjaan 

tetap. 

4. Dukungan dan Insentif untuk 

Perusahaan 

a) Insentif Pajak dan Subsidi: 

Pemerintah dapat memberikan 

insentif pajak atau subsidi kepada 

perusahaan yang mempekerjakan 

penyandang disabilitas. Ini bisa 

mencakup pengurangan pajak atau 

subsidi untuk biaya modifikasi 

tempat kerja. 

b) Penghargaan dan Pengakuan: 

Melanjutkan dan memperluas 

program penghargaan untuk 

perusahaan yang menunjukkan 

komitmen tinggi terhadap inklusi 

disabilitas. Penghargaan ini dapat 

meningkatkan motivasi perusahaan 

untuk meningkatkan praktek 

inklusi. 

5. Penguatan Kebijakan dan Regulasi 

a) Revisi Kebijakan: Meninjau dan 

memperbarui kebijakan yang ada 

untuk memastikan bahwa mereka 

relevan dengan kebutuhan saat ini 

dan dapat diterapkan dengan efektif 
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di lapangan. Termasuk memperkuat 

implementasi UU dan peraturan 

terkait 

b) Peningkatan Pengawasan: 

Memperkuat mekanisme 

pengawasan dan penegakan hukum 

untuk memastikan kepatuhan 

terhadap kebijakan inklusi dan 

mengatasi kasus diskriminasi. 

6. Kolaborasi dan Kemitraan 

a) Kemitraan dengan NGO dan DPO: 

Mendorong kolaborasi antara 

pemerintah, sektor swasta, dan 

organisasi penyandang disabilitas 

untuk menciptakan program-

program inklusi yang lebih efektif. 

Kemitraan ini dapat membantu 

dalam hal advokasi, pelatihan, dan 

implementasi kebijakan. 

b) Inisiatif Bersama: Mengembangkan 

inisiatif bersama untuk 

mempromosikan kesadaran tentang 

manfaat inklusi di pasar tenaga 

kerja dan berbagi praktik terbaik di 

antara perusahaan-perusahaan. 

7. Peningkatan Riset dan Data 

a) Penelitian Lebih Lanjut: 

Mengidentifikasi area yang kurang 

mendapat perhatian dalam literatur 

yang ada dan melakukan penelitian 

lebih lanjut untuk memahami 

tantangan spesifik yang dihadapi 

penyandang disabilitas di berbagai 

sektor. 

b) Data dan Evaluasi: Mengumpulkan 

data yang lebih baik tentang 

partisipasi penyandang disabilitas 

di pasar tenaga kerja dan 

mengevaluasi efektivitas program-

program inklusi untuk memastikan 

bahwa mereka memberikan hasil 

yang diharapkan. 
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